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Abstract 
This thesis studies raise the issue of " The Role of Law in Empowerment Credit 
Union In West Kalimantan (Studies in Credit Union Tipo Loud ) " .This study uses 
Normative Sociological research methods . The survey results revealed that the Credit 
Union in the Indonesian legal system settings placed as savings and credit cooperatives , 
but the CU is not the same with ordinary cooperative . Cooperative ordinary still get help 
from the Government in terms of capital , while CU is independent and does not get help 
from the Government . At CU savers are members who are owners as well as service 
users , and members have authority to call it " non-customers " and subject to the 
Cooperative Act . On the supply side CU can be termed as the equivalent of a cooperative 
bank services . Also in the CU are taught how to save money in advance ( creating capital 
) can only borrow .Constraints faced by the Credit Union Outspoken Tipo in developing 
its business activities consist of two aspects, namely legal and technical aspects . Juridical 
constraints faced by CU Outspoken Tipo is related to the government's policy on 
cooperatives or CU that is still lacking , for example, there is no guarantee the savings of 
their members in the event of bankruptcy . Technically constraints experienced by the 
development of the technology used competitor institutions , technology mastery is still 
lacking , the lack of reliable human resources , and the lack of ready-made with an 
educational background in the field of cooperatives .Role in empowering local 
governments in West Kalimantan Credit Union is establish a Regional Credit Guarantee 
Institutions - PT -shaped enterprises , and the public is expected to not hesitate to put 
their money in cooperatives and credit unions is growing very rapidly in West 
Kalimantan . Given the concept of Cooperative CU as an Independent , then the role of 
the Local Government ( Department of Cooperatives ) not directly , but only through 
education and training to foster organized by the Department of Cooperatives , issuing 
permits , legal entity , as well as participation in the National and Regional Level 
TrainingThe recommendation given is that the need for adequate arrangements in 
developing business activities Credit Union ; West Kalimantan provincial government 
needs to encourage and support the development of CU Outspoken Tipo , and the 
government needs to realize the presence of LPS Credit Unions are regulated by 
Government Regulation . 
keywords empowerment and credit union law 
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Abstrak 
Penelitian Tesis ini mengangkat masalah “Peranan Hukum Dalam Pemberdayaan 
Credit Union Di Kalimantan Barat (Studi Pada Credit Union Lantang Tipo)”. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Sosiologis.  Dari hasil 
penelitian diketahui bahwa Credit Union dalam sistem hukum Indonesia pengaturannya 
ditempatkan sebagai koperasi simpan pinjam, padahal antara CU dengan koperasi biasa 
tidaklah sama. Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi 
permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari 
Pemerintah. Di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai 
pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan 
nasabah” dan tunduk kepada UU Koperasi. Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai 
koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU diajarkan cara untuk 
menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam. 
Kendala yang dihadapi oleh Credit Union Lantang Tipo dalam mengembangkan 
kegiatan usahanya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek teknis. Secara 
yuridis kendala yang dihadapi oleh CU Lantang Tipo adalah terkait dengan kebijakan 
pemerintah terhadap Koperasi atau CU yang masih kurang, contohnya tidak adanya 
jaminan terhadap simpanan anggota ketika terjadi pailit atau bangkrut. Secara teknis 
kendala yang dialami yaitu perkembangan teknologi yang digunakan lembaga pesaing, 
penguasaan teknologi masih kurang, kurangnya SDM yang handal, dan kurangnya tenaga 
siap pakai dengan latar belakang pendidikan di bidang koperasi.  
Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan Credit Union di Kalimantan 
Barat adalah membentuk sebuah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah berbentuk BUMD-
PT, dan diharapkan ke depan masyarakat tidak ragu-ragu lagi menempatkan dananya di 
koperasi maupun credit union yang memang berkembang sangat pesat di Kalimantan 
Barat. Mengingat konsep CU sebagai Koperasi yang Mandiri, maka peranan Pemerintah 
Daerah (Dinas Koperasi) secara langsung tidak ada, tetapi hanya sebatas membina 
melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, 
mengeluarkan perizinan, Badan Hukum, serta mengikutsertakan dalam Diklat Tingkat 
Nasional dan Daerah 
Rekomendasi yang diberikan adalah bahwa perlu adanya pengaturan yang 
memadai dalam mengembangkan kegiatan usaha Credit Union; Pemerintah Provinsi 
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Kalimantan Barat perlu mendorong dan mendukung perkembangan CU Lantang Tipo; 
dan pemerintah perlu mewujudkan adanya Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi 
Simpan Pinjam yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
kata kunci hukum pemberdayaan dan credit union 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Latar Belakang 
Membangun sistem Perekonomian Pasar yang berkeadilan sosial, tidaklah cukup 
dengan sepenuhnya menyerahkan kepada pasar. Namun juga sangatlah tidak bijak, 
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apabila menggantungkan upaya korektif terhadap ketidakberdayaan menjawab masalah 
ketidakadilan pasar sepenuhnya kepada Pemerintah. Koperasi sebagai suatu gerakan 
dunia, telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar, karena hadirnya 
ketidaksempurnaan pasar. Bahkan cukup banyak contoh bukti keberhasilan koperasi 
dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai konstelasi perundingan, baik 
dalam tingkatan bisnis mikro hingga tingkatan kesepakatan internasional. Oleh karena itu, 
banyak Pemerintah di dunia yang menganggap, adanya persamaan tujuan negara dan 
koperasi sehingga dapat bekerjasama.Meskipun demikian, di Indonesia sejarah 
pengenalan koperasi didorong oleh keyakinan Muhammad Hatta untuk mengantar 
perekonomian Bangsa Indonesia, menuju pada suatu kemakmuran dalam kebersamaan, 
dengan semboyan "makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran". 
Kondisi obyektif yang hidup dan pengetahuan masyarakat Indonesia hingga tiga 
dasawarsa setelah kemerdekaan, memang memaksa untuk memilih menggunakan cara 
itu. Persoalan pengembangan koperasi di Indonesia sering dicemooh, seolah sedang 
menegakkan benang basah. Pemerintah di negara-negara berkembang memainkan peran 
ganda pengembangan koperasi dalam fungsi "regulatory” dan "development”. Tidak 
jarang peran “development”, justru tidak mendewasakan koperasi. Dalam rangka 
pengaturan mengenai koperasi, dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, 
dinyatakan bahwa Koperasi adalah “badan hukum yang didirikan oleh orang 
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 
sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 
bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 
Koperasi”. Menurut Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012, Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. 
Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang 
perseorangan, sedangkan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 
beranggotakan badan hukum Koperasi. 
Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan 
perkoperasian yang bersifat terpadu, menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. 
Badan usaha koperasi, merupakan bentuk badan usaha yang lazim dalam dunia usaha di 
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Indonesia, karena koperasi merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. 
Sehingga diharapkan, koperasi dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi 
nasional yang berazaskan kekeluargaan, menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi, 
sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, koperasi diharapkan mampu berperan 
sebagai sokoguru perekonomian nasional di samping bentuk-bentuk usaha lainnya.  
Keberadaan koperasi dalam dunia usaha dan perdagangan, adalah sangatlah 
penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di 
bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi 
perekonomian dunia yang semakin kompleks.  
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, disebutkan dengan jelas 
bahwa tujuan koperasi adalah “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota 
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.” 
Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan, 
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam modal 
sendiri (simpanan pokok dan simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah), modal 
pinjaman, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta 
peraturan pelaksanaannya. 
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: 
(1)  Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi: 
a.  keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; 
b.  pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; 
c.  Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi; 
d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen; 
e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, 
Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; 
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f.  Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan 
Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, 
nasional, regional, dan internasional; dan 
g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan 
masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota. 
(2)  Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi 
dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai 
dengan maksud dan tujuan pendiriannya. 
Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi 
pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi merupakan Badan Usaha 
Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang 
umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan 
hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-
kebutuhan para anggotanya. Melalui wadah koperasi inilah para anggota dapat 
melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan semangat 
kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-
usaha kecil di masyarakat.  
Dalam rangka memenuhi kebutuhan usaha dan lainnya, para anggota koperasi 
dapat menggunakan jasa pinjaman koperasi, tanpa agunan dan tidak dikenakan bunga 
pengembalian yang tinggi. Sehingga usaha-usaha kecil yang ada diharapkan tetap tumbuh 
tanpa harus terjerat dan terlilit hutang yang mencekik. Selain itu, semakin membaiknya 
tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya koperasi, serta proses dan prosedur 
yang mudah dalam pendirian sebuah koperasi, menjadi kontribusi tersendiri banyak 
berdirinya koperasi di hampir setiap wilayah sampai ke pedesaan. 
Dalam sejarah koperasi Indonesia dapat ditarik suatu benang merah bahwa 
koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang 
ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam 
merupakan embrio berkembang-mekarnya suatu koperasi. Salah satu bentuk koperasi 
seperti tersebut di atas adalah koperasi kredit atau Credit Union. 
Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah 
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Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.  
Kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi telah mendorong semakin 
banyaknya berdiri koperasi salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Saat ini 
banyak kita jumpai Koperasi Simpan Pinjam yang bermunculan di seluruh pelosok 
Negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jati diri koperasi sebagai badan usaha “dari 
anggota, oleh anggota dan untuk anggota” dinilai semakin pudar. Koperasi Simpan 
Pinjam yang ada lebih berorientasi pada keuntungan atau laba yang tinggi, bukan pada 
kemakmuran anggotanya. Semakin banyak Koperasi Simpan Pinjam yang berdiri, 
semakin ketat pula persaingan antar sesama Koperasi Simpan Pinjam. Mereka saling 
berinovasi dan berlomba-lomba menawarkan berbagai bentuk investasi simpanan untuk 
mencari calon-calon anggota. 
Eksistensi Credit Union (CU) semakin mengurita dan bahkan menjadi ancaman 
serius bagi dunia perbankan. Menurut data Rapat Anggota Tahunan Nasional Induk 
Koperasi Kredit Indonesia (Inkopdit) tahun 2009, anggota CU di seluruh Indonesia ada 
964.048 orang yang tersebar di 965 CU. Total aset sampai dengan akhir tahun 2009 
sebesar Rp. 7.396.080.394.102,-. Salah satu CU tersebut adalah CU Lantang Tipo. CU 
Lantang Tipo mulai berdiri pada tanggal 2 Februari 1976 oleh 32 orang pendiri. Badan 
hukum pertama CU ini adalah Nomor 90.a/BH/X tanggal 11 September 1995, dan nama 
CU Lantang Tipo berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lantang Tipo.  
Sejalan dengan pengakuan pemerintah terhadap Gerakan Koperasi Kredit Indonesia 
dengan terbitnya badah hukum Induk Koperasi Kredit Indonesia pada era reformasi 1998, 
maka pada tahun 1999, maka pada tahun 1999 kembali diajukan perubahan badan hukum. 
Perubahan terakhir menjadi Koperasi Kredit (Kopdit) CU Lantang Tipo dengan badan 
hukum nomor 90.a/BH/X yang ditetapkan tanggal 1 Agustus 2000 dengan usaha tunggal 
simpan pinjam. 
Pada Tahun 2011, Kopdit CU Lantang Tipo telah memiliki badan hukum baru 
dengan Nomor 1343/BH/PAD/X tanggal 25 Januari 2011. Sampai akhir tahun buku 2011 
Kopdit CU Lantang Tipo telah memiliki 43 tempat pelayanan tersebar di Kabupaten 
Sanggau, Sekadau, Landak, Sintang, Melawi. Bengkayang, Kubu Raya, Putussibau, 
Ketapang, Kapuas Hulu dan Kota Pontianak, dan didukung oleh 288 orang staf. Kopdit 
CU Lantang Tipo mendukung pemerintah dalam mempraktekkan ekonomi kerakyatan di 
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tengah masyarakat. Kopdit CU Lantang Tipo terus berbenah guna meningkatkan layanan 
prima kepada para anggotanya. 
Besarnya peran dari CU termasuk CU Lantang Tipo dalam perekonomian nasional 
dan daerah terutama di bidang ekonomi kerakyatan seperti diuraikan di atas, belum 
sepenuhnya diikuti dengan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai CU ini dalam 
sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan sejarah, filosofi, terminologi dan roh Gerakan 
Credit Union itu sendiri, CU tidak identik dengan koperasi simpan pinjam, dan bahkan 
istilah Koperasi Kredit (Kopdit) masih belum tepat, sebenarnya kata Credit Union tidak 
ada padanan dalam bahasa Indonesia yang cocok digunakan, maka secara permanen tetap 
menggunakan sebutan Credit Union dengan penulisan dalam bahasa Indonesia yang 
sesuai dan cocok adalah “Koperasi Kredit Union”. 
Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk 
penelitian tesis dengan judul: PERANAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN 
CREDIT UNION DI KALIMANTAN BARAT (Studi Pada Credit Union Lantang 
Tipo). 
B. Rumusan Masalah 
Berpijak dari uraian pada latar belakang penelitian sebagaimana tersebut di  
atas,  dirumuskan  masalah  dalam  penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana pengaturan Credit Union dalam sistem hukum Indonesia? 
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Credit Union Lantang Tipo dalam 
mengembangkan kegiatan usahanya? 
3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberdayakan Credit Union di 
Kalimantan Barat? 
C. Pembahasan 
1. Pengaturan Credit Union dalam Sistem Hukum Indonesia 
Indonesia mulai mengenal Credit Union pada tahun 1955. Hal ini terbukti karena 
pada masa itu sudah berdiri beberapa koperasi simpan pinjam di Indonesia. Baru pada 
tahun 1967, WOCCU yang diwakili oleh Mr. A. A. Bailey resmi diundang datang ke 
Indonesia untuk memperkenalkan gagasan dan gerakan koperasi kredit (Credit Union). 
Tercatat sejak tanggal 8 Desember 1969, Pater Karl Albrecht, SJ, kelahiran Jerman 
memelopori berdirinya Credit Union di Indonesia dengan mendirikan Credit Union 
Counselling Office (CUCO). Tugas dan fungsi CUCO itu sendiri antara lain memberikan 
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konsultasi, menyediakan bahan dan program pelatihan serta menyelenggarakan kursus-
kursus. 
Selain Pater Karl Albrecht, SJ, yang juga turut memperkenalkan Credit Union di 
Indonesia adalah Ir. Ibnoe Soedjono yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal 
Koperasi, Margono Djojohadikusumo salah satu pendiri Bank BNI 1946, Mokhtar Lubis 
seorang wartawan dan sastrawan, Prof. Dr. Fuad Hasan Guru Besar Psikologi yang 
kemudian pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Prof. Dr. A. M. 
Kadarman, SJ seorang pendiri Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen. 
Kehadiran Credit Union di Indonesia juga tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan 
oleh tokoh-tokoh Katolik yang bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi 
masyarakat. 
Walaupun perangkat organisasi sudah ada, namun Credit Union secara resmi baru 
berjalan pada tahun 1976 setelah terbentuk Biro Konsultasi Koperasi Kredit (BK3). 
Seiring waktu, nama CUCO di Indonesia diubah menjadi Badan Koordinasi Koperasi 
Kredit Indonesia (BK3I) pada Konferensi Nasional Koperasi Kredit Indonesia pada tahun 
1981. Kini BK3I sudah dikenal dengan nama Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT). Credit 
Union memiliki makna kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan 
pemersatu dan sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal 
bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan. 
Credit Union adalah “kumpulan orang” (disebut anggota) yang bersepakat 
membentuk sebuah perusahaan atau lembaga keuangan sebagai sumber modal bersama. 
Dengan modal dari kekurangannya, orang-orang tersebut menginvestasikan, 
meminjamkan dan mengembangkan uang di antara sesama mereka, dengan bunga yang 
layak untuk kepentingan produktif demi mencapai kesejahteran dan kebebasan finansial 
(keuangan) secara bersama-sama.  
Dari perjalanan sejarah co-operation  terlihat ada perbedaan yang subtantif antara 
Credit Union dengan Koperasi:  
a. Koperasi merupakan perkumpulan masyarakat, yang memiliki fungsi menjalankan 
”usaha produktif”, menjual produk untuk anggota dengan modal dari anggotanya 
(Robert Owen, Dr. William King). 
b. Credit Union  merupakan perkumpulan masyarakat, yang menjalankan fungsi 
”Mengembangkan modal masyarakat”, mengumpulkan modal dari anggota yang 
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menjadi sumber modal bagi anggotanya sendiri (Victor Aime Huber, Hermann 
Schulze dan Friedrich Wilhelm Raiffeisen). 
Dasar hukum yang digunakan dalam menjalan Credit Union adalah Pasal 33 UUD 
1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang kemudian diganti dengan 
UU No. 17 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Namun demikian, 
sesungguhnya CU tidaklah identik dengan Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi pada 
umumnya sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris Dewan Pengurus CU Lantang Tipo 
Pusat, yaitu: Perbedaan dengan Koperasi biasa, yaitu: Koperasi biasa masih mendapatkan 
bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak 
mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan dengan Bank, kepemilikannya, yaitu: 
di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna 
jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan 
tunduk kepada UU Koperasi. Sementara Bank pemiliknya perorangan, dan penabung 
disebut nasabah dan tunduk pada Peraturan dan UU Perbankan. Dari sisi pelayanan CU 
dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU 
diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam 
(hasil wawancara). 
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Koperasi 
adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum 
Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk 
menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, 
sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Anggota Koperasi 
merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat 
dalam buku daftar Anggota, dan Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang 
bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab 
keanggotaan. 
Mengenai Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 94 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang mengatur bahwa Koperasi Simpan Pinjam 
harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri. Untuk memperoleh izin usaha 
simpan pinjam, Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
oleh Menteri. Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan: menghimpun dana dari 
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Anggota; memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan menempatkan dana pada Koperasi 
Simpan Pinjam sekundernya. 
Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha serta 
mengembangkan kerjasama antar-Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam 
dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder. Koperasi 
Simpan Pinjam Sekunder dapat menyelenggarakan kegiatan: 
a.  simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya; 
b.  manajemen risiko; 
c.  konsultasi manajemen usaha simpan pinjam; 
d.  pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam; 
e.  standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya; 
f.  pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau 
g.  pemberian bimbingan dan konsultasi. 
Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota. Pemerintah dapat 
membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin 
Simpanan Anggota. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam menyelenggarakan 
program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan 
Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan. 
Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan 
Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Pengaturan mengenai perkoperasian baik pada saat berlakunya Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 maupun saat ini dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2012 menempatkan CU sebagai bagian dari koperasi simpan pinjam. Kemudian 
dalam kedua undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai 
Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang 
dimaksudkan dan masih berlaku sampai dengan saat ini adalah Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh 
Koperasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha 
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 
Ketentuan “calon anggota” koperasi simpan pinjam diatur dalam Pasal 18 ayat (2) 
PP No. 9 Tahun 1995, yang kemudian ternyata telah dimanfaatkan oleh Koperasi Simpan 
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Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam memanfaatkan ketentuan “calon anggota” untuk 
merekrut masyarakat dengan harapan mereka mau berinvestasi di Koperasi Simpan 
Pinjamnya. sehingga semakin banyak masyarakat yang direkrut semakin banyak pula 
keuntungan yang didapat.  
Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP 
No 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa : “Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam 
dan Unit Simpan Pinjam adalah:  
a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota 
dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; dan 
b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau 
anggotanya”.  
Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 
1998 menyebutkan bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu koperasi. Berdasar 
ketentuan tersebut, secara normatif jika suatu koperasi ingin menghimpun dana dari 
masyarakat, maka koperasi tersebut harus mendapat izin sebagai bank dari Bank 
Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 
Perbankan menyebutkan bahwa: Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat 
deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih 
dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari 
Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur 
dengan undang-undang tersendiri. Pihak yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin 
Bank Indonesia sering disebut sebagai “Bank gelap”. Ancaman sanksi pidana terhadap 
tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) 
yang berbunyi : Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Selanjutnya 
Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa : Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, 
yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik 
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terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak 
sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. 
Mengenai tujuan, kepentingan, ketentuan dan pengaturannya telah diantisipasi 
oleh ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan dalam Peraturan 
Menteri No. 01/Per/M.KUKM/I/2006 dalam Pasal 8 dengan dinyatakan sebagai berikut: 
Dalam Anggaran Dasar Akta Pendirian Koperasi memuat sekurangkurangnya: 
a.  daftar nama pendiri; 
b.  nama dan tempat kedudukan; 
c.  maksud dan tujuan serta bidang usaha; 
d.  ketentuan mengenai keanggotaaan; 
e.  ketentuan mengenai Rapat Anggota; 
f.  ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan; 
g.  ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; 
h.  ketentuan mengenai permodalan; 
i.  ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; 
j.  ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; 
k.  ketentuan mengenai sanksi. 
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ketentuan ini diatur dalam Pasal 
16 yang menyatakan: 
(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat 
sekurang-kurangnya: 
a.  nama dan tempat kedudukan; 
b.  wilayah keanggotaan; 
c.  tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi; 
d.  jangka waktu berdirinya Koperasi; 
e.  ketentuan mengenai modal Koperasi; 
f.  tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan 
Pengurus; 
g. hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus; 
h. ketentuan mengenai syarat keanggotaan; 
i.  ketentuan mengenai Rapat Anggota; 
j.  ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha; 
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k.  ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 
l.  ketentuan mengenai pembubaran; 
m. ketentuan mengenai sanksi; dan 
n.  ketentuan mengenai tanggungan Anggota. 
(2)  Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat ketentuan 
tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. 
Peraturan Menteri No. 98/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 
dikeluarkan untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah No. 104.1/ Kep/M.KUKM/X tahun 2002, yang berkaitan dengan 
keterlibatan Notaris dalam pembuatan Akta Koperasi. 
2. Kendala yang Dihadapi oleh Credit Union Lantang Tipo dalam 
Mengembangkan Kegiatan Usahanya 
Di Kalimantan, terlihat jelas gerakan Credit Union menyasar ke masyarakat di 
pedalaman yang tidak dilayani perbankan. Para penggiat umumnya menempuh waktu 
hingga satu hari bahkan lebih untuk sampai ke rumah warga. Tidak jarang mereka 
terpaksa harus bermalam di rumah anggota atau warga setempat. Kalimantan Barat 
merupakan bagian pengembangan Gerakan Credit Union  yang dirintis oleh Pastor Karim 
Arbie, SJ. Gerakan Credit Union  di provinsi  ini berkembang dan mengalami inkulturasi 
budaya setempat.  
Credit Union di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan 
dan Kalbar menjadi barometer gerakan Koperasi Kredit di Indonesia dari besarnya 
anggota  dan aset (hasil wawancara dengan Staf Pengganggaran Pusat Koperasi Kredit 
Borneo, Kalimantan Barat). Jumlah CU yang ada di Kalimantan Barat ada 22 Lembaga 
Credit Union yang terdapat di 4 Pusat Koperasi Kredit, yaitu:  
a. Pusat Koperasi Kredit BKCU Kalimantan terdiri dari 6 CU; 
b. Pusat Koperasi Kredit Khatulistiwa  terdiri dari 9 CU; 
c. Pusat Koperasi Kredit Borneo terdiri dari 3 CU; dan 
d. Pusat Koperasi Kredit Kapuas terdiri dari 3 CU. 
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa CU berkembang cukup pesat di 
Kalimantan Barat dan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Salah satu 
CU yang ada di Kalimantan Barat dan merupakan CU pertama yang berdiri pada Tanggal 
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2 Februari 1976 adalah CU Lantang Tipo. Yang melatarbelakangi berdirinya Koperasi 
CU Lantang Tipo, yaitu (Hasil wawancara dengan Sekretaris Dewan Pengurus Credit 
Union Lantang Tipo Pusat): 
a. Kepentingan bersama para pendirinya yang merasa senasib yang ingin merubah 
ekonominya secara bersama-sama dalam lingkungan pegawai Yayasan Paroki 
Pusat Damai; 
b. Keinginan bersama berjuang secara ekonomi karena sulitnya mendapatkan akses 
ke lembaga keuangan (Bank); dan 
c. Keinginan untuk memajukan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya. 
Adapun tujuan didirikannya CU Lantang Tipo adalah memajukan kesejahteraan 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 
perekonomian nasional melalui: 
a. Membimbing dan mengembangkan sikap hemat anggotanya sehingga efisien dan 
effektif, usaha tercapai. Dengan filosofi “menghemat itu penting sekali, sebab 
dengan menghemat kita bisa menabung”; 
b. Memberikan pinjaman layak, tepat, cepat dan terarah; dan 
c. Mendidik anggota dalam hal menggunakan uang secara bijaksana. 
Pesatnya perkembangan CU di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat tidak 
terlepas dari peran Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) yang melakukan berbagai upaya 
pembinaan, yang antara lain berupa:  
a. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang strategis; 
b. Melakukan Penyehatan Organisasi CU; 
c. Monitoring dan Pengawasan terhadap CU-CU Primer; dan 
d. Menentukan Sanksi jika prakteknya tidak sesuai lagi dengan semangat CU (hasil 
wawancara dengan Staf Pengganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo, 
Kalimantan Barat). 
Koperasi CU secara Yuridis diatur menurut ketentuan UU No, 25 Tahun 1992 
yang kemudian diganti dengan UU No. 17 Tahun 2012, dan PP Nomor 9 Tahun 1995. 
Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam sedangkan 
unit  simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, 
dan jika terjadi penyimpangan yang menyebabkan koperasi itu bubar atau bangkrut maka 
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pertanggungjawaban secara hukum terhadap dana anggota tetap bisa dilakukan, 
dikarenakan ada pertanggungjawaban pengurus yang merupakan mandat dari Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) saat pemilihan, jika terindikasi penyalahan kewenangan dan 
salah membuat kebijakan maka pengurus, pengawas dan staf dapat diproses melalui 
hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anggotanya. 
Mengenai tanggungjawab ini, Kepala Bidang Pembiayaan KUMKM Dinas 
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dan Staf 
Pengganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo, Kalimantan Barat  (hasil wawancara) 
menyatakan bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara negara melalui peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku wajib bertanggung jawab menjamin suatu koperasi. 
Bahkan ke depan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membentuk Lembaga 
Penjamin Kredit Daerah yang berbentuk Perseroan (BUMD) yang menjamin simpanan 
masyarakat pada koperasi dan menerbitkan sertifikat modal anggota koperasi sesuai 
dengan UU No. 17 tahun 2012, yang bisa menjadi jaminan kredit ke Lembaga Keuangan 
Bank. Sementara yang menjamin keamanan simpanan anggota pada koperasi kredit CU 
yaitu pengurus yang merupakan penanggung jawab lembaga secara keseluruhan yang 
dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam kewenangnnya Pengurus 
menggangkat Pengelola yang diberi kewenangan dan kuasa untuk mengelola koperasi. 
Tanggung Jawab tersebut dipertanggungjawabkan kembali anggota.  
Pengawasan terhadap kegiatan simpan pinjam Koperasi CU Lantang Tipo dari 
internal, Dewan Pengawas yang dipilih dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), Koperasi 
juga dapat meminta jasa auditor melalui akuntan publik. Di tingkat regional diawasi oleh 
Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) dan di tingkat Nasional diawasi oleh Induk Koperasi 
Kredit Indonesia. Resiko dapat terjadi apabila CU tidak dikelola dengan profesional, 
pailit dan pembubaran oleh karena kebijakan pemerintah. Jika koperasi mengalami 
kerugian/bangkrut, keamanan dana simpanan anggota koperasi CU Lantang Tipo, maka: 
a. Mengingat kepemilikan Koperasi CU Lantang Tipo adalah anggota sekaligus 
pemilik, maka segala bentuk kerugian/kebangkrutan menjadi tanggung jawab 
bersama semua anggota atau tanggung renteng. 
b. Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung 
kerugian yang diderita koperasi karena kesengajaan maupun kelalaian. 
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c. Jika kerugian karena unsur kesengajaan maka dapat dituntut melalui penuntutan di 
lembaga pengadilan (hasil wawancara dengan Sekretaris Dewan Pengurus Credit 
Union Lantang Tipo Pusat). 
Lebih lanjut dinyatakan bahwa terkait dengan kendala yuridis (aturan hukum yang 
mengatur CU), menimbulkan dampak berupa kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi 
umumnya dan Credit Union khususnya masih belum maksimal, ini dikarenakan tidak 
adanya jaminan terhadap aset atau dana anggota yang ditempatkan di Koperasi Kredit CU 
Lantang Tipo. Masyarakat menjadi takut dan ragu untuk menempatkan dananya di CU. 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung gerakan Koperasi 
termasuk Credit Union di Kalimantan Barat, oleh karenanya Pemerintah Daerah sedang 
berupaya membentuk sebuah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah berbentuk BUMD – 
PT, dan diharapkan ke depan dengan terbentuknya Lembaga ini, masyarakat tidak ragu-
ragu lagi menempatkan dananya di koperasi maupun credit union yang memang 
berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan kegiatan CU diawasi 
oleh Dewan Pengawas Internal CU yang bersangkutan, Pusat Koperasi Kredit di mana 
CU tersebut bergabung, Induk Koperasi Kredit Indonesia (Pusat), dan Dinas Koperasi 
dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat. 
3. Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Credit Union di 
Kalimantan Barat 
Mengingat konsep CU sebagai Koperasi yang Mandiri, maka peranan Pemerintah 
Daerah (Dinas Koperasi) secara langsung tidak ada, jikapun ada hanya sebatas membina 
melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, 
mengeluarkan perizinan, Badan Hukum, serta mengikutsertakan dalam Diklat Tingkat 
Nasional dan Daerah. Sementara peranan Bank Indonesia juga tidak dimungkinkan untuk 
itu, dikarenakan Badan Hukum yang berbeda, Bank hanya sebatas tempat CU-CU 
menyimpan dana yang dikelola koperasi itu sendiri (rangkuman hasil wawancara dengan 
responden). 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mempersiapkan Pembentukan 
Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, sebuah BUMD yang berbentuk 
Perseroan PT. JAMKRINDO KALBAR, Yang sekarang masih dalam proses 
mempersiapkan payung hukumnya, di mana tugasnya adalah sebagai lembaga Penjamin 
simpanan anggota koperasi serta menerbitkan sertifikat modal anggota koperasi sesuai 
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dengan UU No. 17 tahun 2012, yang bisa menjadi jaminan kredit ke Lembaga Keuangan 
Bank. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung gerakan Koperasi 
termasuk credit union di Kalimantan Barat, diharapkan kedepan dengan terbentuknya 
Lembaga ini, masyarakat tidak ragu-ragu lagi menempatkan dananya di koperasi maupun 
credit union yang memang berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Hal ini 
merupakan salah satu wujud peran pemerintah daerah dalam memberdayakan Credit 
Union di Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangannya (hasil wawancara dengan 
Kepala Bidang Pembiayaan KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah Provinsi Kalimantan Barat). 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 cakupannya meliputi 17 bab, 126 pasal 
dan mandat pengaturan pelaksanaan dalam 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 
(lima) Peraturan Menteri. Dari seluruh pengaturan dalam Undang-Undang ini, maka 
esensi yang dapat ditarik adalah: 
1. sebagai landasan hukum bagi pengembangan ekonomi kerakyatan dan demokrasi 
ekonomi; 
2. mempertegas kedudukan koperasi sebagai badan hukum dan badan 
usaha/perusahaan dengan memisahkan kekayaan anggota sebagai modal Koperasi 
dan adanya tanggungjawab terbatas dari anggota; 
3. mempertegas pelayanan pada koperasi simpan pinjam (KSP) hanya kepada 
anggota; 
4. mendorong koperasi sektor riil tumbuh berkembang yang member kemanfaatan 
nyata bagi anggota dan nonanggota; 
5. memberi ruang kreativitas bagi pengembangan modal koperasi; 
6. pengawasan koperasi sektor riil dan pembentukan lembaga pengawasan KSP; dan 
7. perlindungan terhadap KSP dengan pembentukan lembaga penjaminan KSP.  
Esensi lainnya adalah penegasan Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) sebagai 
simpul perjuangan Gerakan Koperasi dengan penguatan fungsi supervisi, advokasi, 
penyadaran masyarakat untuk berkoperasi, mendorong kerja sama antarkoperasi, juru 
bicara gerakan koperasi dan memajukan organisasi anggotanya. 
Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai landasan hukum bagi 
semua upaya pemberdayaan koperasi merupakan suatu keniscayaan. Tidak bisa tidak, 
semua pemangku kepentingan perlu menyegerakan langkah-langkah implementasi dan 
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antisipasi. Bagi koperasi, implementasi tersebut antara lain adalah dalam hal perubahan 
anggaran dasar (terkait dengan penyesuaian: nama, fungsi pengawas dan pengurus, usaha 
dan jenis koperasi, modal koperasi dan seterusnya), rencana pemisahan (spin-off) unit 
usaha simpan pinjam pada koperasi serbausaha (multipurpose) menjadi koperasi simpan 
pinjam (KSP) dan konersi (pengubahan) modal koperasi.  
Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2012, maka batas waktu bagi koperasi untuk 
mengikuti aturan dalam UU ini selama 3 tahun sejak UU tersebut ditetakan pada 23 
November 2012. Dengan demikian pada Tanggal 23 November 2015, semua koperasi 
harus mengacu pada UU No. 17 tahun 2012. Jika tidak, maka sanksinya izin usahanya 
dicabut. Padahal  bagi beberapa pengurus koperasi,  UU tersebut dinilai bermasalah 
karena banyak pasal sulit diterapkan. Bahkan definisi dari koperasi dalam UU 
Perkoperasian juga tidak pas, yakni menyebut koperasi sebagai badan hukum. 
Dengan ketentuan seperti itu, orang bisa enggan menjadi anggota koperasi karena 
setoran pokoknya tidak bisa diambil. Padahal aset koperasi tidak sedikit. Karena itulah, 
pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2012 yang masa tenggatnya pada 2015 bisa mengancam 
eksistensi koperasi termasuk CU. Koperasi bisa membubarkan diri karena sulit mengikuti 
regulasi mengacu UU Perkoperasian yang baru tersebut. 
Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia, Pusat Koperasi Unit Desa Jawa 
Timur, Puskowanjati, Pusat Koperasi An Nissa Jawa Timur, dan Pusat Koerasi BUEKA 
Assakinah Jawa Timur, dan Gabungan Koperasi Susu Indonesia mengajukan permohonan 
pengujian UU No.17 Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
Dengan berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2012 diharapkan pemerintah khususnya 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengambil peran untuk mengembangkan 
CU yang merupakan bagian dari Koperasi Simpan Pinjam. Pada saat berlakunya UU No. 
25 Tahun 1992, CU ditempatkan sebagai Koperasi Simpan Pinjam yang pada 
kenyataannya tidaklah sama, dan CU berharap dengan perubahan UU No. 25 Tahun 1992 
membawa kejelasan mengenai kedudukan CU, namun nyatanya dengan UU No. 17 
Tahun 2012 CU tetap merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan bahkan akan sulit 
berkembang dengan berbagai pengaturan baru seperti yang telah diuraikan di atas. 
Namun demikian masih ada harapan untuk memperbaiki pengaturan mengenai CU 
melalui peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (4) dan 
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Pasal 95 UU No. 17 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Koperasi 
Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
D. Penutup 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Credit Union dalam sistem hukum Indonesia pengaturannya ditempatkan sebagai 
koperasi simpan pinjam, padahal antara CU dengan koperasi biasa tidaklah sama. 
Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, 
sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. 
Di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai 
pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya 
“bukan nasabah” dan tunduk kepada UU Koperasi. Dari sisi pelayanan CU dapat 
disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU 
diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa 
meminjam. 
b. Kendala yang dihadapi oleh Credit Union Lantang Tipo dalam mengembangkan 
kegiatan usahanya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek teknis. 
Secara yuridis kendala yang dihadapi oleh CU Lantang Tipo adalah terkait 
dengan kebijakan pemerintah terhadap Koperasi atau CU yang masih kurang, 
contohnya tidak adanya jaminan terhadap simpanan anggota ketika terjadi pailit 
atau bangkrut. Secara teknis kendala yang dialami yaitu perkembangan teknologi 
yang digunakan lembaga pesaing, penguasaan teknologi masih kurang, kurangnya 
SDM yang handal, dan kurangnya tenaga siap pakai dengan latar belakang 
pendidikan di bidang koperasi. 
c. Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan Credit Union di Kalimantan 
Barat adalah membentuk sebuah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah berbentuk 
BUMD – PT, dan diharapkan ke depan masyarakat tidak ragu-ragu lagi 
menempatkan dananya di koperasi maupun credit union yang memang 
berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Mengingat konsep CU sebagai 
Koperasi yang Mandiri, maka peranan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi) 
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secara langsung tidak ada, tetapi hanya sebatas membina melalui pendidikan dan 
pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, mengeluarkan perizinan, 
Badan Hukum, serta mengikutsertakan dalam Diklat Tingkat Nasional dan 
Daerah. 
1. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran sebagai berikut: 
a. Peran Credit Union sangat besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi 
masyarakat di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat, sehingga perlu adanya 
pengaturan yang memadai dalam mengembangkan kegiatan usahanya. 
b. Sebagai Credit Union pertama di Kalimantan Barat, maka peran CU Lantang Tipo 
sangat besar dalam membangun perekonomian di Kalimantan Barat sehingga 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu untuk mendorong dan mendukung 
perkembangan CU Lantang Tipo. 
c. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anggota CU, maka pemerintah 
perlu mewujudkan adanya Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam 
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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